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KATA PENGANTAR BUKU
“POLITIK DESENTRALISASI DI INDONESIA”

Pada tahun akademik 2012/2013 oleh Fakultas Politik Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), saya (SWS) ditugaskan untuk
mengampu mata kuliah “Politik Desentralisasi di Indonesia”. Dalam mengampu
mata kuliah tersebut, saya didampingi seorang asisten dosen Petrus Polyando
(PPY), yang ditugaskan dalam rangka program magang untuk menjadi dosen.
Pada saat menyiapkan bahan perkuliahan dalam bentuk GBPP (Garis Besar
Program Perkuliahan) maupun SAP (Satuan Acara Perkuliahan) ditemui
kesulitan untuk mencari literatur yang secara khusus membahas mengenai politik
desentralisasi di Indonesia. Kalaupun ada jumlah judulnya masih sangat terbatas.
Pada sisi lain, buku, hasil seminar, jurnal yang membahas mengenai
desentralisasi di Indonesia maupun manca negara sangat banyak. Padahal
Indonesia merupakan negara yang menjalankan desentralisasi terbesar di dunia
dilihat dari urusan pemerintahan maupun dana yang ditransfer dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah.

Pada saat berselancar di dunia internet dijumpai banyak buku yang secara
khusus membahas politik desentralisasi di berbagai negara. Artinya diskursus
mengenai politik desentralisasi cukup popular di kalangan akademisi. Hal ini
mendorong kami (SWS dan PPY) berniat menulis buku mengenai politik
desentralisasi di Indonesia. Buku yang ada dihadapan pembaca merupakan wujud
nyata dari dorongan tersebut. Buku ini merupakan penyempurnaan dari Modul
dengan judul sama untuk kepentingan pendidikan di IPDN.

Politik desentralisasi di Indonesia yang dikupas dalam buku ini bukan
hanya berisi pasal dan ayat dari sebuah peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang desentralisasi, tetapi mencoba mempelajari lebih mendalam
mengapa sebuah UU disusun sedemikian rupa dilihat dari sudut pandang
kebijakannya. Hal tersebut sekurang-kurangnya dapat dilihat dari falsafah bangsa

yang dianut, dasar konstitusi, basis teori utama yang mempengaruhi, serta
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suasana kebatinan para penyusunnya, baik dari kalangan parlemen maupun
pemerintah. Suasana kebatinan tersebut dipengaruhi oleh platform partai politik
maupun kalkulasi kepentingan yang diusungnya.

Pada masa sekarang, setelah berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diganti
dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, setiap RUU yang diajukan ada kewajiban untuk disertai naskah
akademik. Dalam Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa
“Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus
disertai Naskah Akademik”. Dengan adanya naskah akademik, orang lebih
mudah memahami filosofi, paradigma, maupun latar belakang pemikiran lahirnya
sebuah UU. Hal tersebut berbeda dengan peraturan perundang-undangan
mengenai desentralisasi yang lahir sebelumnya, yang tidak diwajibkan dilengkapi
dengan naskah akademik. Untuk memahami politik dibalik keputusan yang
diambil perlu dianalisis situasi politik yang mewarnainya serta siapa pihak yang
menjadi inisiator utamanya. Hal tersebut antara lain dapat dilihat pada
konsiderans UU-nya.

Dengan selesainya buku berjudul “Politik Desentralisasi di Indonesia”,
penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah secara
langsung maupun tidak langsung membantu penulis. Ucapan terima kasih
terutama ditujukan kepada Rektor IPDN yang telah mengalokasikan dana untuk
penulisan bagi para dosen IPDN untuk tahun akademik 2014/2015. Melalui cara
tersebut, kemampuan menulis bagi dosen yang senior maupun yunior dapat
ditingkatkan secara signifikan. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya
dosen IPDN yang menulis berbagai buku, khususnya yang menyangkut ilmu
pemerintahan sebagai core business IPDN.

Terimakasih juga disampaikan kepada jajaran Pembantu Rektor I dan
jajaran Biro I IPDN yang telah membantu menyelesaikan persyaratan

administratif agar proses penulisan dapat berjalan dengan lancar.
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Terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga kami masing-masing
(SWS dan PPY), atas dukungan dan pengertiannya bekerja siang malam
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KATA PENGANTAR
UNTUK EDISI REVISI YANG DIPERLUAS

Buku “Politik Desentralisasi di Indonesia”, yang awalnya digunakan untuk
kalangan terbatas di lingkungan IPDN, ternyata memperoleh apresiasi yang
positif dari para pembacanya. Berbekal dukungan tersebut, penulis bersepakat
untuk melakukan revisi serta memperluas pembahasannya dan kemudian
diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul yang sama agar dapat dibaca oleh
kalangan yang lebih luas. Terlebih lagi isu tentang desentralisasi di Indonesia
dalam dekade terakhir sedang hangat dibicarakan masyarakat karena sifatnya
yang sangat dinamis.

Revisi dan perluasan buku sebagaimana dikemukakan di atas berupa
pengembangan dari lima bab menjadi tujuh bab. Bab III yang semula memuat
politik desentralisasi dari jaman Hindia Belanda sampai era Orde Reformasi
dipecah menjadi masing-masing orde dengan rincian sebagai berikut. Bab III
menjelaskan mengenai politik desentralisasi di Indonesia dari masa penjajahan
Belanda dan Jepang, kemudian dilanjutkan politik desentralisasi pada awal
kemerdekaan. Materi ini dijelaskan dalam satu bab agar perubahan suasana
kebatinannya nampak jelas, terutama pada saat pergantian dari rezim penjajahan
Hindia Belanda ke rezim penjajahan Jepang, serta semangat pada awal
kemerdekaan.

Selanjutnya pada Bab IV dijelaskan mengenai politik desentralisasi di
Indonesia pada masa Orde Lama. Penjelasan era ini dibuat tersendiri karena ada
kebijakan politik yang berada pada satu rezim pemerintahan dengan corak
spesifik yang berjalan selama duapuluh tahun (1945-1965) di bawah
kepemimpinan Presiden Soekarno dengan sistem pemerintahan presidensiil
diselingi dengan sistem parlementer. Pada masa ini lahir beberapa undang-
undang yang mengatur mengenai desentralisasi di Indonesia yakni UU Nomor 1
Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor
18 Tahun 1965, serta UU Nomor 19 Tahun 1965.
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Pada Bab V dijelaskan mengenai politik desentralisasi di Indonesia pada
era Orde Baru yang berkuasa selama tigapuluhdua tahun (1966-1998), dengan
model pemerintahan yang sentralistik dan desentralisasi semu. Era ini di bawah
kepemimpinan Presiden Soeharto, dimana kehidupan politiknya dipaksa berjalan
stabil, tetapi demokrasi dan desentralisasi tidak berjalan optimal.

Pada Bab VI dijelaskan mengenai politik desentralisasi di Indonesia pada
masa Orde Reformasi, yang dimulai tahun 1998 sampai sekarang. Dinamika
desentralisasi pada era ini sangat tinggi. Hal tersebut nampak dari adanya
pergantian tiga UU tentang pemerintahan daerah selama kurun waktu
delapanbelas tahun, yakni UU Nomor 22 Tahun 1999, diganti dengan UU Nomor
32 Tahun 2004, dan yang saat ini berlaku adalah UU Nomor 23 Tahun 2014. UU
yang disebutkan terakhir juga sedang dalam proses revisi.

Pada Bab VII atau sebagai bab penutup dari buku ini dibahas mengenai
prospek politik desentralisasi di Indonesia dalam era globalisasi. Tujuannya
untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa setelah mengetahui
perkembangan politik desentralisasi di Indonesia pada periodisasi masa yang
terurai pada Bab III sampai dengan Bab VI, para pembaca diajak melihat dan
menganalisis kemungkinan yang terjadi dengan perkembangan desentralisasi di
Indonesia akibat pengaruh globalisasi.

Harapan penulis, dengan adanya edisi revisi yang diperluas, para sidang
pembaca dapat lebih memahami perkembangan politik desentralisasi di Indonesia
yang sangat dinamis. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang
menjalankan dua perubahan besar sekaligus, yakni demokratisasi dan
desentralisasi. Indonesia sekarang menjadi tempat rujukan pembelajaran
mengenai demokratisasi dan desentralisasi dari negara-negara lainnya di dunia,
karena adanya konsep-konsep yang dibuat “made in Indonesia”. Sebagai bangsa
yang besar, sudah selayaknya Indonesia memberikan sumbangan pemikiran bagi
kepentingan dunia. Oleh karena itu, sudah selayaknya pula apabila para
akademisi dan praktisi penyelenggara pemerintahan daerah juga mengetahui dan

memahami konsep-konsep “made in Indonesia” secara lebih mendalam.
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Kritik dan saran untuk memperbaiki isi buku ini akan penulis terima
dengan tangan terbuka. Terima kasih kepada para pembaca yang telah
memberikan apresiasi atas karya tulis yang telah kami susun. Merdeka!!!
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PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai pentingnya memahami politik desentralisasi yang
digunakan pada era tertentu dilihat dari filosofi, paradigma serta suasana
kebatinan para penyusunnya.

1.1. Latar Belakang

Setiap organisasi, termasuk organisasi negara, membutuhkan instrumen
untuk menjalankan fungsi manajemen agar dapat mencapai tujuannya secara
efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen tersebut apakah akan dilaksanakan
secara terpusat atau melibatkan unit-unit tertentu dibawahnya, merupakan pilihan
kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika organisasi.

Dalam studi manajemen, konsep mengelola kewenangan secara terpusat
dalam arti memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau
yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi disebut sentralisasi.
Sedangkan konsep melibatkan unit-unit dibawahnya atau memberikan
kesempatan kepada manajer tingkat bawah membuat keputusan melalui
pendelegasian kewenangan dalam suatu struktur organisasi disebut sebagai
desentralisasi. Kedua konsep inilah yang merupakan sarana penting bagi setiap
organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam proses
pencapaian tujuan.

Pemahaman di atas dapat pula digunakan pada konteks negara sebagai
organisasi tertinggi suatu bangsa. Secara teoretis dan empiris pengelolaan negara

yang berkaitan dengan penyelenggaraan berbagai fungsi pemerintahan akan
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CARA MEMAHAMI
POLITIK DESENTRALISASI

Bab ini membahas mengenai cara memahami politik desentralisasi, agar
pembaca memiliki pola pikir yang sama, sehingga lebih
memudahkan memahami materi pada bab-bab selanjutnya.

2.1. Pengantar

Falsafah mengelola negara secara efektif dan efisien dalam perspektif
umum tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan dan kebijakan yang diambil para
pendiri negara maupun para elit yang sedang berkuasa. Hal tersebut mencakup
bagaimana pilihan politik terhadap bentuk negara, sistem pemerintahan, sistem
politik, maupun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap
paling efektif. Gagasan ini tentu dilandasi pemahaman bahwa dalam konteks
berbangsa dan bernegara, selalu ada dua pilihan yang setuju dan tidak setuju,
memilih salah satu model atau model yang lain. Untuk dapat mengambil jalan
tengah dilakukan suatu proses politik’, yakni suatu proses untuk
memformulasikan dan mengadministrasikan kebijakan publik yang umumnya
dilakukan melalui interaksi antara kelompok sosial dan institusi politik atau
diantara kepemimpinan politik dan pendapat publik. Melalui proses politik,
keinginan, tuntutan, pandangan dari publik dapat didengar dan diakomodasikan

dalam kebijakan publik, baik berupa UU atau peraturan turunannya.

¢ Menurut merriam-webster.com bahwa “political process is the process of the formulation and administration of
public policy usually by interaction between social groups and political institutions or between political leadership and
public opinion”. Diunduh tanggal 5 Maret 2016.



Add a heading to your document

POLITIK DESENTRALISASI MASA
SEBELUM KEMERDEKAAN DAN
AWAL KEMERDEKAAN

Bab ini membahas politik desentralisasi masa penjajahan Belanda dan Jepang,
kemudian dilanjutkan awal kemerdekaan. Tujuannya agar perubahan

suasana kebatinannya nampak jelas, terutama pada saat pergantian dari

rezim penjajahan Hindia Belanda ke rezim penjajahan Jepang, serta

semangat pada awal kemerdekaan

3.1.Pendahuluan

Politik desentralisasi di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak masa
kerajaan dulu. Hubungan para raja dari kerajaan besar dengan para adipati atau
raja dari kerajaan kecil adalah juga bentuk politik desentralisasi. Setiap jaman
memiliki cerita tentang implementasi desentralisasi sendiri-sendiri. Beragam
perisitiwa penting yang menyertai perjalanan sejarah bangsa menjadi landasan
untuk memetakan periodisasi waktu dalam mengulas politik desentralisasi. Salah
satu elemen penting yang turut mempengaruhi besar kecilnya derajat, dimensi
dan bentuk desentralisasi adalah keinginan rezim yang berkuasa pada zamannya.
Dengan demikian penentuan periodisasi waktu dapat muncul dalam beragam
perspektif tergantung penilaian akan pentingnya peristiwa tersebut.

Sebagai gambaran sistem pemerintahan pada masa lalu, pada pemerintahan
Kerajaan Majapahit yang sentralistisk, dilakukan pula desentralisasi kepada
kerajaan jajahan. Mereka diberi kebebasan untuk menjalankan aktivitasnya

sepanjang tidak mengarah pada pemberontakan. Untuk mencegah terjadinya
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POLITIK DESENTRALISASI
MASA ORDE LAMA

Bab ini membahas mengenai politik desentralisasi pada masa Orde Lama yang
berjalan selama 20 (duapuluh) tahun (1945-1965) di bawah kepemimpinan
Presiden Soekarno dengan sistem pemerintahan presidensiil diselingi sistem
parlementer

4.1. Pendahuluan

Pengungkapan terhadap implementasi desentralisasi pada masa Orde Lama
dilihat melalui muatan yang terkandung dalam kebijakan yang dikeluarkan sejak
terjadinya pergantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Undang-
Undang Dasar Sementara 1950. Sebagai konsekuensi logisnya dilakukan
perubahan dalam undang-undang pemerintahan daerah yang ada. Mulai dari masa
tersebut sampai jatuhnya rezim Orde Lama telah diterbitkan beberapa undang-
undang pemerintahan daerah yang disusun berdasarkan situasi politik dan
dinamika kebutuhan daerah saat itu, meliputi UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang
Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-
Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri; UU
Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; Penetapan
Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 18 Tahun
1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 19 Tahun 1965
tentang Desapraja. Diantara berbagai UU tersebut ditambahkan pula analisis

singkat mengenai UU Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Indonesia
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POLITIK DESENTRALISASI MASA
ORDE BARU

Bab ini membahas politik desentralisasi pada era Orde Baru yang berkuasa
selama 32 (tigapuluhdua) tahun (1965-1997) di bawah kepemimpinan
Presiden Soeharto, dengan model pemerintahan yang sentralistik serta
menjalankan desentralisasi semu.

5.1. Pendahuluan

Masa Orde baru merupakan masa berakhirnya kekuasaan rezim Soekarno
dan dimulainya kekuasaan rezim Socharto, yang ditandai dengan berbagai
peristiwa nasional seperti Gerakan 30 September 1965, lahirnya Supersemar
(Surat Perintah Sebelas Maret 1966), demonstrasi mahasiswa besar-besaran di
Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa politik, ekonomi
maupun sosial lainnya yang terjadi saat itu membawa kondisi Indonesia dalam
krisis multidimensional yang dimulai dari krisis politik yang disebabkan oleh
krisis ekonomi (inflasi sampai 650%). Puncaknya adalah ketidakpercayaan
masyarakat dan memaksa turunnya Soekarno dari kekuasaan.*

Setelah Presiden Soeharto berkuasa, perbaikan kehidupan sosial, politik
maupun ekonomi dilakukan secara bertahap dengan model dan gaya yang
berbeda. Hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan dari tingkat pusat sampai

tingkat daerah. Prinsipnya adalah mengembalikan tatanan kehidupan berbangsa

2% Presiden Soekarno mundur dari jabatan atau diturunkan melalui suatu kudeta semua (quasi coup de’taf)
masih menjadi perdebatan panjang di kalangan ahli-ahli politik. Baca antara lain buku Jusuf Wanandi
berjudul “Menyibak Tabir Orde Baru — Memoar Politik Indonesia 1965-1998”, Kompas, 2014. Dapat
pula dibaca buku karya Benedict R.O’G Anderson dan Ruth T McVey, berjudul “ A Preliminary Analysis
of The October 1, 1965 Coup in Indonesia”, yang diterbitkan tahun 1971 oleh Cornel Modern Indonesia
Project.

259
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6.5.Penutup

Politik desentralisasi pada era Orde Reformasi bersifat sangat dinamis,

ditandai dengan adanya tiga buah UU tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor
22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) yang

usianya relatif pendek, serta berbagai UU yang mengubah secara minor ketiga

UU tersebut. Pada uraian selanjutnya dapat disusun intisari politik desentralisasi

pada era Orde Reformasi sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Politik  desentralisasi pada era Orde Reformasi sangat dinamis
mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya
berusia pendek dan sering berganti-ganti, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum ataupun menimbulkan salah pemahaman para
penyelenggara pemerintahan daerah.

Secara implisit ada keinginan untuk memakai model desentralisasi
berkeseimbangan baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus
meninggalkan paradigma titik berat otonomi pada daerah kabupaten/kota,
yang ditandai penguatan peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat, pemindahan sebagian urusan pemerintahan dari kabupate/kota ke
provinsi, serta penguatan peran DPRD terutama dalam pembuatan
peraturan daerah dalam rangka menjalankan fungsi mengatur.

Ada indikasi demokratisasi yang dijalankan di daerah dalam rangka
desentralisasi telah bergeser ke arah plutokrasi yang ditandai dengan
masuknya orang-orang yang memiliki dana untuk menjadi pejabat politik
— baik kepala daerah maupun anggota DPRD - karena besarnya biaya
politik yang harus disiapkan untuk terjun ke dunia politik.

Perubahan politik desentralisasi yang dilakukan melalui serangkaian
penyempurnaan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  telah
mendorong perubahan dari demokrasi prosedural ke arah demokrasi
substansial, yang ditandai dengan semakin banyaknya pemerintah daerah
menggunakan  teknologi  informatika  sehingga tercipta  “open
government”.
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